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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah
No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam
penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.
Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan VVan Meter dan VVan Horn
yang melibatkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik
organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana,
serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian ini melibatkan 10
orang subjek informan yang terdiri dari wali nagari, pengelola pasar 2 orang,
pedagang kaki lima 5 orang, dan masyarakat sekitar 2 orang. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis
dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 memiliki beberapa tantangan,
seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan sikap dan persepsi antara pelaksana
kebijakan, serta hambatan dalam komunikasi antar organisasi pelaksana.
Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi
kebijakan ini. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak
terkait, seperti pengadaan fasilitas pendukung dan pelatihan bagi pedagang kaki
lima. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat sekitar juga berperan dalam
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi Peraturan Daerah
No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum penataan
pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil
penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan
efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di
wilayah tersebut.
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